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<b>ABSTRAK</b><br>

Hampir setiap negara yang memiliki konstitusi tertulis memiliki cara untuk mengubah konstitusi yang diatur
di dalam konstitusi tersebut. Di Indonesia, berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, perubahan konstitusi dilakukan
melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun, pada masa Orde Baru, Undang-Undang Dasar 1945 atau
konstitusi tertulis di Indonesia, diperlakukan sakral dan dikehendaki untuk tidak diubah. Hambatan
selanjutnya adalah diaturnya dua produk hukum, yaitu TAP MPR/IV/1983 tentang referendum, dan
Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 tentang refrendum. Kedua ketentuan ini, sangat mempersulit dan sangat
tidak sesuai dengan Pasal 37 UUD 1945. Bentuk pendlitian ini adalah kepustakaan-normatif dimana penulis
menggunakan teori-teori mengenai konstitusi dan perubahan konstitusi terhadap kewenangan MPR dalam
mengubah konstitusi UUD di Indonesia sebelum dan sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Pembahasan penelitian dikaitkan dengan prosedur atau mekanisme perubahan konstitusi dari beberapa
negara lain dengan studi perbandingan konstitusi. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa setelah
amandemen pengaturan dan mekanisme perubahan konstitusi diatur secaralebih rinci dan mekanisme
perubahan konstitusi diatur sehingga konstitusi tidak begitu mudah, tetapi juga tidak begitu sukar untuk
diubah.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

Nearly every nation that possesses written constitution has a method to change or amend the constitution
that is regulated within the constitution itself. In Indonesia, according to Article 37 of the 1945 Constitution
Undang Undang Dasar 1945 , the People 39 s Consultative Assembly MPR has the right to and authority to
change the constitution. However, during the New Order era, the 1945 Constitution as the written
constitution in Indonesiais considered sacred to be changed. Furthermore, the political power made the
possibility to change the constitution more difficult with the regulation of 2 legal products TAP MPR 1V
1983 and Undang Undang No. 5 1985 about Referendum which are not in accordance with Article 37 of the
1945 Constitution. With a normative library research, theories about the constitution and the constitutional
amendment were utilised to analyse the authority of MPR in changing the constitution before and after the
1945 Constitution. The research 39 s discussion is linked with the procedure and mechanism of the
constitutional amendment from other countries with a comparative constitutional study. This study
concludes that after the amendment, the regul ation and mechanism of the constitutional amendment is more
detailed and is regulated so that the constitution is not so easy nor difficult to change.
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